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AN PERSEMBAHAN
MOTTO

Growing quietly, blooming beautifully.
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Dengan segala cinta, hormat, dan sembah sujud, kupersembahkan karya ini kepada Ibuku
tercinta, Endang Hariyani, perempuan luar biasa yang menjadi definisi kekuatan paling
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RINGKASAN
Syiffa Shelomitha Maharani. Desember 2025.

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2023.

Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54
halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Mediasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki
peranan penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup
memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang
bersengketa, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan publik serta keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup. Kompleksitas sengketa lingkungan hidup menuntut adanya mekanisme
penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak,
melainkan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks
tersebut, mediator memegang peran strategis sebagai pihak ketiga yang netral untuk
memfasilitasi dialog dan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup hadir
sebagai regulasi khusus yang mengatur penanganan perkara lingkungan hidup, termasuk
membuka ruang mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Namun demikian,
Perma tersebut belum secara tegas mengatur kualifikasi khusus mediator lingkungan hidup
serta kedudukan hukumnya dalam menjamin bahwa hasil mediasi tidak bertentangan dengan
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini menimbulkan kekaburan
norma yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi lingkungan hidup di
pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam
mengenai kualifikasi dan kedudukan mediator dalam melakukan mediasi lingkungan hidup
berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini meliputi dua hal. Pertama, bagaimana
kualifikasi mediator dalam melakukan mediasi perkara lingkungan hidup menurut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, bagaimana kedudukan mediator serta
mekanisme pelaksanaan mediasi lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan dan
kompetensi yang harus dimiliki oleh mediator dalam menangani sengketa lingkungan hidup,
serta mengkaji posisi hukum mediator dalam sistem penyelesaian perkara lingkungan hidup
di pengadilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai
peran mediator dalam menjamin bahwa kesepakatan mediasi tidak hanya mengakomodasi
kepentingan para pihak, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup,
asas kehati-hatian, dan kepentingan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai
peraturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan perlindungan lingkungan
hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Bahan hukum yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan
hukum tersier sebagai penunjang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan
teknik deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.
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H asil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
menempatkan mediator sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup,
dengan peran tidak hanya sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga sebagai pihak yang
memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hasil mediasi tidak
merugikan lingkungan hidup. Namun demikian, Perma Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur
secara eksplisit mengenai kualifikasi khusus mediator lingkungan hidup, sehingga kualifikasi
mediator masih mengacu pada ketentuan umum mediator serta perlu ditafsirkan secara
sistematis berdasarkan tujuan dan prinsip hukum lingkungan hidup. Mediator idealnya tidak
hanya memiliki sertifikasi mediator, tetapi juga pemahaman yang memadai mengenai hukum
lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian, serta dampak ekologis dari sengketa yang dimediasi.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kedudukan mediator dalam mediasi lingkungan
hidup bersifat strategis karena berada pada posisi yang menentukan kualitas kesepakatan
perdamaian. Meskipun mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, perannya
sangat berpengaruh dalam mengarahkan para pihak agar kesepakatan yang dicapai tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan lingkungan hidup. Oleh
karena itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa kualifikasi dan kedudukan mediator dalam
perkara lingkungan hidup perlu diperjelas melalui pengaturan teknis yang lebih rinci serta
peningkatan kapasitas mediator, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan
lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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ABSTRAK
Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan kepentingan
para pihak sekaligus kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam
konteks tersebut, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang penting, dengan
mediator sebagai pihak ketiga yang berperan strategis. Namun, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup belum
mengatur secara tegas mengenai kualifikasi khusus dan kedudukan mediator lingkungan
hidup. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kualifikasi mediator dalam melakukan
mediasi lingkungan hidup serta kedudukan mediator dan mekanisme pelaksanaan mediasi
menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan
mediator dan posisi hukumnya dalam menjamin bahwa hasil mediasi sejalan dengan prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-
analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan mediator
sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Namun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai kualifikasi khusus mediator
menimbulkan kekaburan norma. Kualifikasi mediator perlu ditafsirkan secara sistematis
dengan memperhatikan kompetensi di bidang hukum dan lingkungan hidup. Selain itu,
meskipun mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, kedudukannya
berpengaruh signifikan terhadap kualitas kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu,
diperlukan pengaturan teknis yang lebih komprehensif guna memperkuat peran mediator
dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci (keyword): kedudukan mediator, mediasi lingkungan hidup, Perma Nomor 1
Tahun 2023
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